PERATURAN BUPATI LANGRKAT
NOMOR YO TAHUN 20156

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah
berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu
kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ dan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata

. Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja
“'Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain
Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam
= Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
pada ﬂ-huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati rentang
Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh
Pemerintah Daerah:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
ngkupgan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2918);



10.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapgr
Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2093 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistel_n
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republi ;
Nomor 5687); 8 publik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tin

aind; gkat II Langkat
dari Wilayah thamadya Daerah Tingkat II Binjai ke I%l;?a
Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

Q
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3520), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013
tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan
Pemerintahan  Nomor 14 Tahun 1993 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Reputblik Indonesia Tahun 2013 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5472);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata
Cara_ Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan- Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun_ 2013 No_mor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5473):

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Carq Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain

Q
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Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tarabahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 ‘entang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 69 Tahun 2009,
Nomor : M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor : 60/M-
DAG/PER/12/2009, Nomor : Per.30/MEN/XII/2009 dan
Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, .
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam: Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat
Jaminan Pensiun;

Peraturan Menteri Tenaga Keija Nomor 44 tahun 2015
tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan

dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa
konstruksi;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;



24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 tahun 2016
tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak
Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara;

25. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 17);

26. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tenaga
Kerja Tidak Tetap Non PNS (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2009 Nomor 21, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN
KEPESERTAAN JAMINAN SOSISAL KETENAGAKERJAAN
DAN PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemer%ntah Daerah adalah Bupati
Pemgrmtah Daerah yang memimpin pelak
menjadi kewenangan daerah otonom.

sebagai Unsur Penyelenggara
sanaan Urusan Pemerintah yang

@

3. Bupati adalah Bupati Langkat.



4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan adalah Kepala Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Binjai yang memiliki wilayah kerja di sebahagian
Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKFD) adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, pengelola dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

7. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :

a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri; '

b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia,
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah,
atau imbalan dalam bentuk lainnya dan tenaga kerja mandiri/pelaku
ekonomi.

9. Tenaga Kerja Tidak Tetap Non PNS atau dengan sebutan lainnya adalah
seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat
lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi
pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

10. Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pckerja dan Penerima Bantuan Iuran
adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang
termasuk dalam golongan bukan penerima upah.
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Pemerintah Desa atau Kelurahan adalah yang meliputi Kepala Desa dan
Perangkat Desa atau Kelurahan.

- Perangkat Desa atau Kelurahan adalah yang membantu Kepala Desa atau

Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selain Pegawai
Negeri Sipil. :

Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap
orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam
rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap orang atau Badan Usaha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah.

Perizinan terkait adaiah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh
unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah meliputi Izin
Usaha, Izin Mengikuti Tender Proyek, Izin Memperpanjang Tenaga Asing,
Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB).

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya
masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk

Llntl.lk menyelg:nggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Peserta adalah setiap orang, termasuk oran 1 ] 1
. rang, g asing yang bekerja palin
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. S

Iuran qdalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta.
pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.

Unit Pelayanan Publik Tertentu terdiri dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah.



22. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang hertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-
LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan.

24. Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program
BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang
bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian.

25. Sanksi administratif adalah tidak mendapatkan layanan publik tertentu
dari unit pelayanan publik instansi pemerintah atas permintaan Badan
Penyelenggara atau inisiatif Pemerintah Daerah tanpa permintaan dari
Badan Penyelenggara.

26. Keadaan memaksa (force majeure) adalah segala keadaan atau peristiwa
yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam,
sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa
bumi, perang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan
komunikasi dari salah satu pihak dan atau pihak ketiga yang jasanya
dimanfaatkan oleh salah satu pihak, atau keputusan Pemerintah atau

instansi yang berwenang yang menghaiangi secara langsung atau tidak
langsung untuk terlaksananya Peraturan ini.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Perajcuran Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah dengan seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan mempersyaratkan kepesertaan BPJS
Ketfel-uagakezjaan bagi seluruh pemberi kerja, pekerja dan setiap orang terkait
pf:nzman, pengawasan dan penindakan serta Pengenaan Sanksi Administratif
Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu d; bidang Izin Usaha, Izin

[0



Mengikuti Tender Proyek, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing,
Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,
selain Pemberi Kerja dan Pekerja dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III
SASARAN KEPESERTAAN

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah :

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta
maupun milik Negara/Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain termasuk perusahaan-
perusahaan Sub Kontraktor dan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga
Kerja yang mendapatkan pekerjaan/kontrak di Kabupaten Langkat yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Penerima bantuan sumber dana dari APBD yang tersedia pada setiap
SKPD dapat diikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

4. Tenaga Kerja Tidak Tetap Non PNS atau dengan sebutan lainnya yang
berada di setiap SKPD dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri dan sumber dana bukan dari
APBD.

5. Kepala Desa dan Perangkat Desa atau Kelurahan selain Pegawai Negeri

Sipil yang berada di Pemerintahan Desa dapat diikutsertakan dalam
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4

(1) Setiap pemberi kerja dan j
- 1j: pekerja dalam memperoleh pelayanan 1
tertentu dari pemerintah daerah wajib mempunyai serti?ika{ kepesggzﬁ

jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti 1 i
: nag: : unas pembayaran iuran
terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. ’



(2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas
pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam
pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah.

(3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial
ketenagakerjaan;
yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:

perizinan terkait usaha; '

izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;

izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

izin mendirikan bangunan.

pengurusan kelengkapan administratif dan yang sejenisnya,

Moo o

(5) Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha terhadap permohonan
izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat-syarat tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Bagi setiap pemohon perorangan atau Badan Usaha yang memohon izin
mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e wajib
mengikutsertakan pekerjanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi
jaminan sosial ketenagakerjaan, apabila akan memulai mendirikan
bangunan.

(7) Setiap pemohon perorangan atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan

pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan
sosial ketenagakerjaan.

BAB V :
PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh seluruh SKPD yang
membidangi pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sampai

tingkat kecamatan.



Pasal 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi dan
kewenangan dalam memberikan perizinan terkait usaha dan atau sejenisnya,
terkait pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib melaksanakan :

1. Mempersyaratkan pihak-pihak yang akan mengurus perizinan tertentu,
antara lain Izin Usaha, Izzn Mengikuti Tender Proyek, Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Izin Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pengurusan
kelengkapan administratif yang sejenisnya, untuk ikut serta dalam
kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan kepatuhan dalam rangka
implementasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3. Memproses permintaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif
dalam hal pelanggaran kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
yang diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 7

Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang
melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKAD wajib
melampirkan syarat tambahan diantaranya bukti pendaftaran dan
pembayaran iuran kepesertaan program Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai dan Kantor Cabang Perintis
Langkat Stabat atau pejabat yang ditunjuk untuk melegalisir persyaratan
tersebut.

Pasal 8

Dalam rangka memastikan kewajiban pemberi kerja dan untuk kepastian hak
Tenaga Kerja dalam memperoleh pelayanan optimal maka diwajibkan bagi
Perusahaan Daerah, Perusahaan Besar, Sedang dan Kecil, Perusahaan Jasa
Alih Daya, Sub Kontraktor, Koperasi, Yayasan dan Perguruan Tinggi Swasta

yang berdomisili dan operasionalnya berada diwilayah Kabupaten Langkat
maka harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke dalam Program Jaminan Sosial
BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat sehingga wajib lapor dan
pengawasan ketenagakerjaan serta pelayanan yang optimal dapat lebih
efektif dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja.



2. Melaporkan wupah yang sebenarnya dan membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan dengan tepat waktu.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 9

(1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik
tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan
diatur tersendiri melalui rapat kerja yang dituangkan dalam bentuk
rencana kerja.

(2) Rencana kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
meningkatkan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

(3) Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan bersama terkait
kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan SKPD terkait
melalui pembentukan tim.

(4) Pemerintah Daerah mendukung terselenggaranya Ikatan Kerjasama
Trauma Centre Program Kecelakaan Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan
dengan Fasilitas Kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun Swasta.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Pemberi Kerja dan Pekerja yan
; g melanggar ketentuan
d@ak§ud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1),
dikenai sanksi administratif.

sebagaimana
ayat (5), ayat (6), dan Pasal 7

un 2013 tentang Tata Cara
] Pemberi Kerja Selain
Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan
ggaraan Jaminan Sosial.

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Penye}enggara Negara dan Setiap Orang,
Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelen

e



Pasal 11

(1) Pengenaan sanksi dan pencabutan tidak mendapat pelayanan publik
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh
unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sampai tingkat
kecamatan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau inisiatif
Pemerintah Daerah tanpa permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih
dahulu di verifikasi dan ditindaklanjuti oleh unit Pelayanan Publik pada
instansi pemerintah daerah yang mengeluarkan sanksi.

(3) Jangka waktu pengenaan sanksi dan pencabutan tidak mendapat
pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh kewajibannya terpenuhi
akan diberlakukan kembali segala bentuk izinnya.

Pasal 12

Dalam hal pengawasan dan pembinaan terkait dengan kepatuhan
pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan maka dapat dibentuk Tim
Kepatuhan baik di tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA) maupun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
(FORKOPIMCA).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemberian atau perpanjan 1
\ : : gan pelayanan publik tertentu vang telah
diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannyay Pegraturan

Bupati ini, tetap berlak i
oy P u selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat,
pada tanggal || Nopember 206

BUPATI LANGEKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal |l Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan sesuai




